SALINAN

WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 954 /50.K

TENTANG

KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang :

Mengingat

: 1.

WALI KOTA MEDAN,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan unsur penunjang
urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, perlu
menetapkan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun
Anggaran 2023

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Keputusan Wali Kota
tentang Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun
Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonecsia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungtan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

2

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Medan Nomor 5);

. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun
2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KEPALA SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Menetapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Medan sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2023

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan
sebagai berikut:

1. Tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan
Keuangan Daerah;

b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD,
dan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang
telah diatur dalam Peraturan Daerah:

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

€. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



KETIGA

KEEMPAT

2. Kewenangan:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPA SKPD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f. menetapkan SPD;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
jaminan atas nama Pemerintah Daerah,;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan

Keuangan Daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah; dan

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal
penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Cis pds
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: Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum

KEDUA, terdapat kewenangan lain, yaitu:

Tome Ao op

mengelola investasi;

menetapkan anggaran kas;

melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

membuka rekening Kas umum daerah;

membuka rekening penerimaan;

membuka rekening pengeluaran; dan

menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

: Keputusan ini berlaku untuk anggaran tahun 2023.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Desember 2022

WALI KOTA MEDAN,
ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

YUNITA SARI, S.H

Penata Tk I

NIP. 19700622 200701 2 031




